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CASCADING SEKRETARIAT DPRD 2025

Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia

Visi RPJMD

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Misi (1) RPJMD
st Akuntabel dan Transparan

Tujuan RPJMD (T1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

Sasaran RPJMD (S1) pelayanan

1

Indikator :Indeks Kepuasan masyarakat
: Nilai Sakip Daerah
: Indeks Pengelolaan Keuangan

Mewujudkan reformasi birokrasi
Sekretariat DPRD

Tujuan PD

o]

(Eselon IT ) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat
daerah
Indikator : Nilai lakip OPD
: Laporan keuangan yang sesuai SAP
( Eselon IIT')

Meningkatnya capaian pengelolaan

Meningkat: ian kinerja Sekretariat DPRD
Sin e ER s S G S keuangan Sekretariat DPRD

Persentase capaian kinerja keuangan

P t; ian Kinerja Sekretariat DPRD
ersentase capaian Kinerja Sekretaria Sekretariat DPRD

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD

Indikator

: Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu
: Tingkat Kulitas layanan sekretariat DPRD

Meningkatnya kualitas dukungan
pelayanan terhadap peningkatan
kapasitas DPRD dan fungsi
pembentukan perda DPRD

Rata rata Persentase keterpenuhan atas
layanan pelaksanaan tugas Anggota
DPRD dalam hal pembentukan Perda
dan peningkatan kapasitas Lembaga
DPRD

Meningkatnya Kualitas dukungan
pelayanan pelaksanaan tugas fungsi
pengawasan dan penganggaran DPRD

Rata rata Persentase keterpenuhan atas
layanan pelaksanaan tugas Angota DPRD
dalam fungsi anggaran dan pengawasan




Sasaran 1

kualitas p

dan ilitas kinerja dan k

Sekretariat DPRD

Indikator :

Nilai lakip OPD

Lapotan Keuangan yang sesuai SAP

Meningkatnya capaian kinerja Sekretariat DPRD

Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Kinerja
Perangkat Daerah

Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan
pelaporan kinerja

i ya capaian
keuangan Sekretariat DPRD

Persentase capaian kinerja keuangan
Sckretariat DPRD

Persentase keterpenuhan
dokumen admnistrasi
barang milik daerah

Persentase keterpenuhan
sarana dan prasarana
kerja

Persentase barang miik daerah dalam
konsisi baik

_Mmk'aﬁyla_ [ MenmgKamya I I !
Pelayanan dan 1 d Meningk layanan Pemelik Meningk Pelayanan
Pengelolaan Barang dan Jasa Barang Milik Daerah Penunjang Administrasi Umum Perangkat
Administrasi Barang Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Milik Daerah Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pelayanan dan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Meningkatnya layanan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Meningkatnya layanan
keuangan dan
kesejahteraan DPRD

MMeningkatnya Layanan
Admnistrasi DPRD

Persentase keterpenuhan
administrasi umum

Persentase keterpenuhan
adaminstrasi pegawai
perangkat daerah

Persentase Keterpenuhan Jasa
Penunjang urusan
Pemerintahan

Persentase keterpenuhan
layanan keuangan &
kesejahteraan DPRD

Persentase keterpenuhan
layanan admnistrasi DPRD

Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah

Persentase keterpenuhan dokumen
pelaporan keuangan

Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja

Pengadaan Barang

Admnistrasi Umum Perangkat

Admnistrasi kepegawaian

Penyediaan Jasa Penunjang

Layanan Keuangan dan

Layanan Administrasi

Jumlah dokumen perencanaan

Jumlah dokumen DPA

Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPD

Jabatan

Bangunan Kantor

Koordinasi dan penyusunan
dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan
penyusunan dokumen P
DPA-SKPD

Jumlah dokumen RKBU

Jumlah peralatan dan

mesin yang tersedia

Jumlah Kendaraan jabatan yang di
pelihara

Jumlah jenis komponen
instalasi listrik yang tersedia

Terlaksananya Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah surat yang masuk/keluar:

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersel = S

Sasaran Sub Kegiatan :
Tersel

Rekonsiliasi dan

dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA

Koordinasi dan

Penyusunan Perubahan

Jumlah dokumen DPA
Perubahan

Koordinasi dan penyusunan

Koordinast &
Penyusunan Laporan

p laporan

barang milik daerah

Terlaksananya Rekon
dan Penyusunan

Jumlah Laporan Barang
milik daerah

dokumen P RKA-SKPD Gt ides Penatausahaan barang
Ikhtisar Realisasi Kinerja milik daerah
SKPD.
Terselenggaranya Koordinasi Terseler.\gga'mnw Venltemmmya
Koordinasi dan Penatausahaan Barang
dan Penyusunan Dokumen P L Milik Dacrah pad:
Perubahan RKA-SKPD enyusunan Laporan ilik Daerah pada
Capaian Kinerja dan
Jumlah dok
Jumlah dokumen RKA Jumlah dok RKA barang
Perubahan Perubahan milik daeerah

Evaluasi kinerja perangkat daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen evaluasi
(LAKIP)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Jumlah ASN yang mengikuti
Bimtek

Jumlah Anggota DPRD
dibayarkan gaji dan
tunjangan

Admnistrasi Barang - B Pemeliharaan barang milik Daerah Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah Kesejahteraan DPRD DPRD
Perangkat Daerah e Milik daerah Penunjang . .
Milik daerah . Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan I I I I I
Koordinasi dan I Penyelenggaraan
Penyusunan Dokumen . P . . . N
P Penyusunan Dokumen enyusunan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Komponen Bimbingan teknis Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Keuangan Penyelenggaraan
crencanaan DPA-SKPD per Pengad 1 Pemeliharaan, & Pajak Kend. Instalasi Listrik/P 1 i DPRD inistrasi Ki
Barang Milik Daerah dan mesin lainnya Perorangan Dinas atau Kend. Dinas Bangunan Kantor perundang-undangan Sasaran Sub Kegiatan : Sasaran Sub Kegiatan : DPRD
. SKPD Jabatan
Terlal ya reny T Tersedianya Jasa Pemelih: Bi i
o yasiasasEemelinaraan oy : Sasaran Sub Kegiatan :

Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Tersedianya Peralatan Pemeliharaan, & Pajak Kend. I l;ell'se.dll':l.ni/’a.k]j:mp onen KTersde-leng.g[:aan Ra]l;tat .
| PerangkatDaerah | | Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya. dan Mesin Lainnya Perorangan Dinas atau Kend. Dinas L] IR S TR oordinast an Ronsutiast

SKPD

Penyediaan jasa
ikasi,Sumber daya air

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Kendaraan Dinas O ional atau
Lapangan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
T ianya jasa it biaya

pemeliharaan pajak & Perizinan kend.
dinas operasional

Jumlah barang cetakan dan
penggandaan

Jumlah Kendaraan jabatan yang di
pelihara

Fasilitasi Kunjungan tamu

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Terlaksananya Fasilitasi
Kunji Tamu

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Mesin Lainnya yang
Terpelihara

Jumlah tamu yang terfasilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan bangunan lainnya

Penyel Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Terselenggaranya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan
X Itasi

Jumlah Gedung yang terpelihara

dan Listrik

Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Tersedianya Jasa Komunikasi,

Tersedianya Pakaian

Fasilitasi Rapat Koordinasi

dan atribut DPRD

Sumber Daya Air dan Listrik Dinas dan Atribut DPRD (mtconlionsulias IDRR DS
Ter a Rapat
q q Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah resi yang terbayarkan Jrih e D DPRD

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah jasa dalam pelayanan
umum kantor

Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi DPRD

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga DPRD

Tersedianya Kebutuhan
Rumah Tangga DPRD

Persentase keterpenuhan
kebutuhan Rumah tangga
DPRD

Admnistrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan

Tersedianya Gaji dan

Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang

memperoleh gaji & tujangan

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah dokumen

penatausahaan dan verifikasi

Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
SKPD

Terselenggaranya Koordinasi
& Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah dokumen pelaksanaan

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Terlaksananya Pengelolaan

dan Penyiapan Bahan

Jumlah dokumen tanggapan
pemeriksaan BPK.

Koordinasi dan penyusunan
laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran
SKPD
Terselenggaranya Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan
bulanan/triwulanan







Meningkatnya kualitas dukungan pelayanan terhadap peningkatan
kapasitas DPRD dan fungsi pembentukan perda DPRD

Sasaran 2

Indikator

Meningkatnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD dalam rangka
peningkatan kapaitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu

Tingkat Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD

kapasitas Lembaga DPRD

Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas
Anggota DPRD dalam hal pembentukan Perda dan peningkatan

Terwujudnya layanan
berkualitas terhadap fungsi
pembentukan perda DPRD

Terwujudnya layanan

berkualitas terhadap

peningkatan kapasitas
lembaga DPRD

Meningkatnya layanan dalam
hal penerapan dan
penghimpunan aspurasi

Meningkatnya Kualitas dukungan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan

dan penganggaran DPRD

Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Angota DPRD
dalam fungsi anggaran dan pengawasan

Cakupan layanan dalam
pembahasan perda (%)

Persentase keterpenuhan
layanan terhadap
peningkatan kapasitas
lembaga DPRD

masyarakat

Persentase keterpenuhan

Meningkatnya layanan
pelaksanaan rapat intern BK

Meningkatnya layanan
terhadap tugas DPRD

layanan dalam hal penerapan

Pembentukan Peraturan
Daerah dan peraturan DPRD

dan penghimpunan aspurasi
masyarakat

intern BK

Persentase keterpenuhan
layanan pelaksanaan rapat

DPRD

Persentase keterpenuhan
layanan terhadap tugas

Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyerapan dan

Pemerintahan

Meningkatnya layanan dalam
Pengawasan Penyelenggaraan

Persentase terpenuhinya
layanan dalam Pengawasan

Meningkatnya layanan
dalam pembahasan
kebijakan anggaran

Persentase
Keterpenuhan layanan
Penyelenggaraan dalam pembahasan
Pemerintahan kebijakan anggaran
. B Pelaksanaan dan P Pengawasan Penyelenggaraan Pembahasan Kebijakan
P engh:;An:;;,r;iank::plrasx pengawasan Kode Etik DPRD TS MRS D AR Pemerintahan Anggaran
| ] 1 | ]
q A Kunjungan kerja dalam ? R A Pembahasan Perubahan KUA dan
Penyusunan dan Orientasi DPRD Jung daerallj] Pengawasan Kode etik DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Urusan Pengawasan Urusan Pengawasan urusan Pembahasan KUA Dan PPAS Perubahan PPAS
pembahasan program Pelaksanaan Tugas DPRD pemerintahan bidang Pemerintahan bidang pemerintahan Bidang
pembentukan perda T;;ﬁf;;:ﬁl ](,):e:]:amo‘::n Tl IRawfEEn Tl RamEaases - - pemerintahan dan Hukum Infrastruktur Kesejahteraan Rakyat
P angs Kerja dalam Daerah Kode Etik DPRD Terselenggaran.y 2 Kemaline Terlaksananya
Tkl i dan Konsultasi Pelaksanaan
erlaksananya Pembahasan
dan penyusunan Program Jumlah Dokumen Hasil . . "Res DS
Remyabammmm G Jumlah Kunjungan Kerja Jumlah Layanan rapat Terlaksananya Pengawasan Terlaksananya Pengawasan
Pembentukan Peraturan DPRD dalam Daerah internal Jumlah pelaksanaan rapat Urusan Pemerintahan Bid.
D I I koordinasi tugas DPRD Pemerintahan & Hukum
Penyediaan Tenaga Ahli q I
Jumlah Proledga yang S i E ! Pengawasan Kode etik DPRD
ditetapkan menjadi
fancanzanioeia Tersedianya Kelompok Pakar

Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah

dan Tim Ahli

Jumlah Orang dalam

Terlaksananya Pengawasan

Kode Etik DPRD

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Jumlah Layanan rapat

Terlaksananya Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah

internal

Publikasi dan Dokumentasi
Dewan

Jumlah Rancangan perda

yang disahkan menjadi perda

Terlaksananya Publikasi dan
Dokumentasi DPRD

Jumlah sarana informasi
Publik

Penyediaan Kelompok pakar
dan tim Ahli

Tersedianya Kelompok Pakar
dan Tim Ahli

Jumlah kelompok pakar /
Ahli daal pembahasan
ranperda

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Badan Musyawarah

Jumlah layanan rapat & Jumlah

Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

Terlaksananya Pen

Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

n

Pembahasan KUA dan PPAS

Terselenggarannya Pembahasan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Kunjungan kerja

Jumlah layanan rapat &
Jumlah Kunjungan kerja

rapat kerja

Jumlah rapat intern dan

Jumlah rapat intern dan rapat kerja
Jumlah layanan rapat &
Jumlah Kunjungan kerja
I I Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan
Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Urusan Pengawasan urusan Pengawasan Penggunaan
Pelaksanaan Tugas Badan Pemerintahan Bidang pemerintahan bidang & A ara;gzgu Terselenggarannya Terselenggarannya Pembahasan
Musyawarah perekonomian Sumber daya Alam 88 Pembahasan APBD APBD Perubahan
Jumlah Layanan Rapat
Bamus dan paripurna 5
Terlaksananya Pengawasan Terlaksananya Pengawasan Terlaksananya Pengawasan Jumlah rapat intern dan
Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang A &
Fasilitasi Tugas Pimpinan Perekonomian Sumber Daya Alam
DPRI
Terlaksananya Fasilitasi

Tugas Pimpinan DPRD

Jumlah Layanan rapat
Koordinasi, dan Kunjungan

Kerja Pimpinan

Penggunaan Anggaran

rapat kerja dan paripurna

Jumlah rapat intern dan rapat kerja

dan paripurna

Pengawasan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan
pemeriksa keuangan

Terlaksananya

Lanjut Hasil

Pengawasan Tindak

Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan

Jumlah layanan rapat &
Jumlah Kunjungan kerja

Pembahasan laporan
keterangan Pertanggung
jawaban Kepala Daerah

Terselenggaranya
Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

Jumlah layanan rapat &
Jumlah Kunjungan kerja

Terselenggarannya Pembahasan
APBD

Jumlah rapat intern dan rapat
kerja dan paripurna

SEKRETARIS DPRD

Kab. Kepulauan Selayar

Drs, AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19840602 201002 1 012
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